
F r'.trT

BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOMOR   4    TAHUN2025

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGI MASYARARAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang  : a.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (6) huruf
h Undang- Undang Nomor  1 Tahun 2022  tentang Hubungan
Keuarigan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan   Pasal  102 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 95 ayat (1) ayat (2)
dan  ayat  (3)  huruf e  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika
Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
D.a`erah   Bup.ati   'dapat   m€mb`erikan   lnsentif  Fiscal   untuk
mendukung kebijakan  Pemerintah  dalam  mencapai program
prioritas  nasional,   maka  perlu  memberikan  insentif  fiscal
berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
(PEG);

b.     bahwa  untuk  melaksanakan   Keputusan   Bersama  Menteri
Perumahan  dan  Kawasari  Permukiman,  Menteri  Pekeljaan
Umum         dan         M enteri         D alam         Negeri         N o mo r
03.HK/Kprs/Mn/2024,   Nomor3015/KPTS/M/2024,   Nomor
600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
mengenai  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan
Bangunan      (BPHTB)      dalam      mendukung      percepatan
pelaksanaan program tiga juta rumah;

C. bahwa  berdasarkan   pertimbarigan   sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati  tentang Pembebasan  Bea Perolehan  Hak  atas Tanah
dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
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Mengingat         : 1.      Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999 tentang pembentukan
Propinsi   lrian   Ja]ya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota
Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

2.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
N-o`m'o-i  1`43 ,  Tamb-ah.ari  Le-mb'ara-n  .N-e-gap-a Re-publik I-n-d-on-e-s-i-a
Nomor 6801);

3.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor     244,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
IndonesiaNomor   5587)    sebagaimana   telah   beberapa   kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Un-clang  Nomor  2  Tchun  2022  T.entang Cipta  Keria menj-Sdi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6856);

4.     Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahari Daerah
(I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

5.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

6.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 6322);

7.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    35    Tahun    2023    tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881 ) ;
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8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagalmana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah    `(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   -2'0-1.9
Nomor  157);

9.     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat
Republik  Indonesia  Nomor   1  Tahun  2021   tentang  Kriteria
Masyarakat     Berpenghasilan     Rendah     dan     Persyaratan
Kemudahan   Pembangunan   dan   Perolehan   Rumah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

ro.   Pe-rath~Ifafi  D~ae~ran  Kati`trf}atefi  MiiHik-a  No~in6fr  4  Tan-tin  2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :      PERATURAN       BUPATI       TENTANG       PEMBEBASAN       BEA
PEROLEHAN HAKATAS TANAH       DAN       BANGUNAN       BAGI
MA`SYARAKAT BER.PENGHASILAN RENDAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Kepala Daerah adalah Bupati Mimika.

4.     Perangkat  Daerah  adalah unsur pembantu  Bupati dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

5.     Badan  Pendapatan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  Bappenda  adalah
Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah.

6.

7+

Pejabat adalah pegawai yarig diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disinghat Kepala happenda
adalah Kepala Badarl Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
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8.     Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik ~yarig  melakukan  usaha  maupun _yang  tidak  melakukan  usaha _yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan  mama  dan  dalaln  bentuk  apa  pun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik,  atau organisasi lainnya, 1embaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.     Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berde-sark-an Undang-  Undang-, dengan tidek mendapathan imbalan -seeara
langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

10.   Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

11.   Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB -ad-al-ah P.aj.ak -at-as peroleh-an hak -aha-s tanah d.an /-at.au Bang]alnan-.

13.   Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat   yang   mempunyai   keterbatasan   daya   beli   sehingga   perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

14-,   H-ak pafa.s T-an-ah dan/'atau Bang`anam .adalah hak ataos taneah-, terma-suk hak
pengelolaan,  beserta Bangunan  di  atasnya,  sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

15.   Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
1-ayak  htmi-,  sarana  pembinaan  keluarag-,  cermin  harkat  dan  martabat
penghuni, serta aset bagi pemiliknya.

16.   Rumah   umum   adalah   rumah  yang   diselenggarakan   untuk  memenuhi
kebutuhan Rumah bagi MBR.

17.   Rti-ffl-ah  §-wad'aya  adalat  Rti-ffl-afi ~y-afig  dib`afigd-fi  ata-a  -p-i-akarsa  a-afi  ti-p-a-ya
masyarakat.

BAB 11
RUA'NG HNGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a.   Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
b.   Kriteria MBR.
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BAB Ill
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN

BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 3

'(1)    Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)    Hak  atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a--  hck-.;
b.   hak guna usaha;
c.   hak guna bangunan;
d.   hak pakai;
e.   hak milik atas satuan rumah susun; dan
f.    hak pengelolaan.

(3)    Yang   dikecualikan   dari   objek   BPHTB   antara   lain   untuk   masyarakat
beapenghasilan  rendah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 4

(1)    Pengecualian    objek    BPHTB    bagi    masyarakat    berpenghasilan    rendah
sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  yaitu  untuk  kepemilikan
rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)    Kriteria  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengacu  kepada
peraturan menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang-pe-m~ffi'afian 'dan k.aw'as.a=n ~p'e~±rmu'ffi-man.

BAB IV
KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 5

(1)    Kriteria  MBR  merupakan  indikator  dalam  menentukan  masyarakat  yang
termasuk MBR.

(2)    Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran
penghasilan.

(3)    Besaran   penghasilan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   ditentukan
berdasarkan:
a.   penghasilan .orang perseorangan yang tidak kawin; atau
b.   penghasilan orang perseorangan yang kawin.

(4)    Besaran  penghasilan  MBR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dengan
kategori:
a.     tidak kawin paling banyak sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus

ribu rupiah) perbulan; atau
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b.     kawin paling banyak sebesar Rplo.000.000  (sepuluh juta rupiah)  per
bulan.

(5)    Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber
dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

(6)    Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari
gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

{7)    D.al.am  h.al  ]alted`a  MBR s.eb`a-gain.an.a dim.aksud  p.ad.a  'ayat (1)  -di-gurmkari
untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan
perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

(8)    Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil
usaha sendiri.

Pasal 6

(1)    Besaran   penghasilan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   5   dihitung
berdasarkan  kemampuan  membayar  biaya  pembangunan  atau  perolehan
Rumah layak huni.

(2)    Besaran penghasilan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
penghasilan  paling  banyak  untuk  pemberian  kemudahan  perolehan  atau
bantuan pembangunan Rumah.

-(3}    K-e-m'am-pu-an  -in-e-mb-ayar  bi-ay-a  -per.ct-chart  Ru-in.ah  1`ay-ak  huni  -s-eb`a=gaiman-a

dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah
Umum menggunakan:
a.   suku bunga dan tenor tertentu; atau
b.   marjin komersial dan tenor tertentu.

(4)    Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak
huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
a.   angsuran pembiayaan pembangunan  atau perbaikan Rumah  Swadaya;

dan/atau
b.   nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah

Swadaya.

(5)    Angsuran   pembiayaan   pembangunan   atau   perbaikan   Rumah   Swadaya•seb.a'gaim.an.aL 'diin.aksud -p-a'da ay'at '{'4) hu-raf a ~m`e-figgn-flakan-:

a.   suku bunga dan tenor tertentu; atau
b.   maljin komersial dan tenor tertentu.
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Pasal 7

(1)    Biaya   perolehan   atau   pembangunan   Rumah   layak   huni   sebagaimana
dimaksud dalaln Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh
berdasarkan:
a.   harga jual pemilikan Rumah umum;
b.   biaya perbaikan Rumah `Swadaya; atau
c.   biaya pembangunan Rumah swadaya,

(2)    Harga jual  Rumah  Umum  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a
meliputi:
a.   harga jual Rumah tunggal;
b.   hargajual satuan Rumah deret; dan
c.   hargajual satuan Rumah susun.

{3)    H.arga jual p+emilikan Rum.ah Umum sob.again.an-a `dimaksud pnd.a .ayat (2)
tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.

(4)    Harga  jual   Rumah   Umum   dan   biaya   pembangunan   Rumah   Swadaya
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   dan   huruf  c   dihitung
berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

(5)    Luas lantal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling luas:
a.   36 m2  (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum

dan satuan rumah susun; atau
b.   48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah

Swadaya.

(6)    Biaya perbaikan Rumah swadaya sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 8

(1)    Wajib Pajak mengajukan permchenan  pembebasan BPHTB  secara tertulis
dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada Bupati melalui Kepala Bappenda.

(2)    Permohonan   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dengan   dilengkapi
persyaratan minimal:
a.   berkewarganegaraan  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda

Penduduk Wajib Pajak;
b.   memenuhi  kriteria  MBR,  yang  dibuktikan  dengan  slip  gaji  atau  surat

pernyataan penghasilan yang diketahui K€pala Kampung/ Lurah setempat
bagi pegawai sektor non formal;

c.   1uas tanah tidak lebih dari loo m2 (seratus meter persegi) dan berstatus
bukan tanah pertanian yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat tanah,
surat ukur terbaru,  atau  dokumen  lain yang dikeluarkan oleh  Kantor
Pertanahan;
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d.   merupakan kepemilikian Rumah pertama bagi MBR dibuktikan dengan
surat   pemyataan   belum   memiliki   Rumah   yang   diketahui   Kepala
Kampung/ Lurah setempat; dan

e.   fotokopi bukti perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(3)    Kepala  Bappenda  melakukan  pengkajian  dan  penelitian  atas  permohonan
pembebasan BPHTB sebagaimana diniaksud pada ayat (i).

(4)    Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat  (3),  Kepala Bappenda dapat mengabulkan atau menolak permohonan
dalam jangka waktu  15  (lira belas)  hari keria sejak tanggal permchonan
diterima lengkap.

(5)    Apabila  dalam  jangka  waktu   15   (lima  belas)   hari   kelja   sejak  tanggal
permohonan diterima lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala
Bappenda   tidak   memberikan   keputusan,   maka   permohonan   dianggap
dikabulkan.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,  22 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIRA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diund.angkan di Timika
Pada tanggal, 22 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 4.


